SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota
Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka
melaksanakan amanat Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana = (Pusdalops-PB), Peraturan @ Wali  Kota
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a
perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



10.

11.

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008

tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2022 Nomor 1047);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
1087);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB);

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor
63);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 63)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13
Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana.
Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat dan dukungan logistik, serta
pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana (Pusdalops-PB).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi
membantu Kepala Pelaksana dalam:
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik serta pengelolaan



(4)

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB);

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta
pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat;

pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik serta pengelolaan
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB); dan

pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik serta pengelolaan
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:

a.

e

BSoga th O

merumuskan  rancangan  kebijakan di = bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta
pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik serta pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonis
prioritas;

mengoordinasikan respon cepat darurat Bencana,;
pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana;
penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban
Bencana;

. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana;

respon cepat Bencana non alam epidemi/wabah
penyakit;

mengendalikan pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta
pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB); dan
pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik serta pengelolaan
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops-PB).



1. Pengelolaan Pusdalops-PB meliputi:

1. memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum
bencana antara lain sebagai pengumpul, pengolah,
penyaji data dan informasi kebencanaan secara
rutin;

2. memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah
bencana terjadi sebagai penyedia data dan informasi;

3. mengolah dan mendistribusikan informasi
kebencanaan;

4. fasilitator = pengerahan sumber daya untuk
penanganan tanggap darurat bencana secara cepat,
tepat, efisien, dan efektif; dan

5. mengoordinasikan, mengomunikasikan dan
sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 4

/
/




